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Andi Agung Satriawan (B 111 10 131), tinjauan viktimologis terhadap 
kekerasan fisik yang dilakukan ayah terhadap anaknya di Kabupaten 
Bone (di bawah bimbingan Bapak Muhadar selaku pembimbing I dan Ibu 
Nur Azisa selaku pembimbing II). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan seorang ayah 
terhadap anaknya di Kabupaten Bone serta untuk mengetahui 
pelindungan hak korban pada kekerasan fisik yang dilakukan seorang 
ayah terhadap anaknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library 
research) dan penelitian lapangan (field research) dengan tipe penelitian 
deskriptif yaitu penganalisaan data yang diperoleh dari studi lapangan dan 
kepustakaan dengan cara menjelaskan dan menggambarkan kenyataan 
objek. Pendekatan masalah dilakukan secara yuridis yaitu kajian terhadap 
peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan adalah data primer 
yang diperoleh langsung dari objek penelitian di lapangan dan data 
sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Penelitian ini 
dilaksanakan di Kepolisian Resort Bone. 
Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah diketahuinya faktor-faktor 
yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik yang dilakukan seorang 
ayah terhadap anaknya di Kabupaten Bone serta untuk mengetahui 
pelindungan hak korban pada kekerasan fisik yang dilakukan seorang 
ayah terhadap anaknya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Pembuktian yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum berupa data 
yang diperoleh dari Kepolisian Resort Bone. Berdasarkan hasil penelitian 
yang telah dilakukan faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap 
anak yaitu Faktor Internal, eksternal, pendidikan agama,moralitas, dan 
lingkungan sosial. Perlindungan hak korban kekerasan fisik yang 
dilakukan seorang ayah terhadap anaknya ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga yaitu segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman 
kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, 
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A. Latar Belakang Masalah 
Seiring perkembangan zaman dan kemajuan di seluruh sendi 
kehidupan manusia dituntut pula agar bisa mengembangkan dirinya 
untuk dapat mengikuti perkembangan zaman tersebut. Manusia sebagai 
makhluk yang paling sempurna, masing-masing dianugerahi oleh Tuhan 
akal budi dan nurani yang memberikan kepadanya kemampuan untuk 
membedakan yang baik dan yang buruk yang akan membimbing dan 
mengarahkan sikap dan perilaku dalam menjalani kehidupannya serta 
masing-masing diberikan bakat yang nantinya akan digunakan dalam 
rangka aktualisasi diri. Dengan akal budi, nurani, dan bakat yang 
dimilikinya itu, maka manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan 
sendiri perilaku, perbuatan, dan dalam hal apa mereka dapat 
merealisasikan bakat yang mereka miliki tersebut. 
Dalam kehidupan sehari-hari di zaman modern ini, banyak terlihat 
dampak dari kemajuan zaman, baik itu dampak positif maupun dampak 
negatif. Dampak positifnya dapat terlihat dengan pesatnya kemajuan 
dalam dunia teknologi yang sangat membantu manusia dalam 
melakukan segala kegiatannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara 
tidak langsung, pesatnya perkembangan zaman juga memiliki dampak 
negatif, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya penyimpangan yang 
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akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat, salah 
satunya yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang 
merupakan sebuah kejahatan yang perlu menjadi perhatian dari 
pemerintah.  
KDRT akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia khususnya di 
Kabupaten Bone, ini terlihat dengan banyaknya tindak KDRT yang 
terjadi. KDRT tidak lepas dari kurangnya perhatian pemerintah dalam 
menanggulangi kejahatan tesebut. 
Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah kekerasan yang 
dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri yang 
berakibat timbulnya penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan 
atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 
perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan 
hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT 
adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun 
ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi 
di dalam rumah tangga itu. 
Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai 
hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian 
dengan suami, dan anak bahkan pembatu rumah tangga, tinggal di 
rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban 
karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang 
belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat 
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bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak 
pelakunya. 
Atas dasar pemikiran itulah maka penulis menganggap bahwa 
perlunya penulis memilih judul proposal ini. Dalam skripsi yang dibahas, 
Penulis mengangkat sebuah judul yaitu “Tinjauan Viktimologis 
Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Ayah Terhadap Anaknya Di 
Kabupaten Bone.” 
B. Rumusan Masalah 
Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka Penulis 
merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu: 
1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik yang 
dilakukan seorang ayah terhadap anaknya di Kabupaten Bone? 
2. Sejauh manakah perlindungan hak korban pada kekerasan fisik yang 
dilakukan seorang ayah terhadap anaknya ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 
kekerasan fisik yang dilakukan seorang ayah terhadap anaknya di 
Kabupaten Bone.  
2. Untuk mengetahui pelindungan hak korban pada kekerasan fisik yang 
dilakukan seorang ayah terhadap anaknya ditinjau dari Undang-Undang 
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Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga. 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat 
sebagai berikut: 
1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, 
khususnya mengenai penerapan hukum materiil dalam tindak pidana 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 
2. Menambah bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada 
umumnya dan pada khususnya bagi Penulis sendiri dalam menambah 
pengetahuan tentang ilmu hukum. 
3. Menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah agar lebih 
memperhatikan penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam 
penegakan hukum terhadap maraknya kejahatan kekerasan dalam 
rumah tangga di Indonesia khususnya di Kabupaten Bone. 
4. Menjadi salah satu bahan informasi atau masukan bagi proses 
pembinaan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk mencegah 










Viktimologi berasal dari 2 kata yaitu victim (korban) dan logi 
(pengetahuan). 
Menurut kamus Crime Dictionary bahwa Victim adalah 
“Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan 
mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan 
atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana 
dan lainnya”.  
 
Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik 
dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana. 
Selaras dengan pendapat diatas Arif Gosita (1986:75) menyatakan 
yang dimaksud dengan korban adalah: 
“mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat 
tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang 
lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang 
menderita”. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan 
rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan 
hak asasi manusia dari korban. 
 
Secara yuridis pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 13 
tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang dinyatakan 
bahwa korban adalah: 
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“Seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.  
 
      Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang tata cara 
perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran HAM 
yang berat, korban adalah: 
“Orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami 
penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat 
yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, 
gangguan, terror, dan kekerasan pihak mana pun.” 
 
     Sedangkan korban menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: 
“Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan 
dalam lingkup rumah tangga.” 
 
Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan korban 
adalah: 
“Orang perseorangan atau kelompok orang  yang mengalami 
penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi 
atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak 
dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat  termasuk korban atau ahli warisnya”. 
 
Adapun pengertian viktimologi berdasarkan pendapat-pendapat para 
ahli adalah sebagai berikut: 
- Menurut Zvonimir Paul-Separovic: 
(http://www.slideshare.net/elsaref/victimology-rani-fix-2) 
 
“Victimology refers to science dealing eith the study of the victim” 
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- Menurut J.E Sahaetapy: 
(http://www.slideshare.net/elsaref/victimology-rani-fix-2) 
“Viktimologi secara singkat adalah ilmu atau disiplin yang 
membahas  permasalahan korban dalam segala aspek.” 
- Menurut Arif Gosita: 
(http://www.slideshare.net/elsaref/victimology-rani-fix-2) 
“Viktimologi adalah suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang 
mempelajari masalah pengorbanan kriminal sebagai suatu masalah 
manusia yang merupakan suatu kenyataan social.” 
 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dijelaskan bahwa 
viktimologi adalah ilmu yang mempelajari tentang korban (victim) 
termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara 
korban dan sistem peradilan yaitu polisi, pengadilan, dan hubungan 
antara pihak-pihak yang terkait serta didalamnya juga menyangkut 
hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi 
lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. 
Viktimologi merupakan suatu disiplin ilmu pengetahuan yang mandiri 
atas dasar hubungan antara penjahat-korban (criminal-victim relationship). 
Hal itu berarti bahwa terjadinya kejahatan atas interaksi penjahat dan 
korban sekaligus adanya pengakuan peranan dan tanggungjawab. 
Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam 
suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi 
masyarakat terhadap korban kejahatan. 
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B. Pengertian Kejahatan 
Pengertian kejahatan menurut tata bahasa (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, 1989:125) adalah: 
“Perbuatan atau tindakan yang jahat” yang lazim orang ketahui 
atau mendengar perbuatan yang jahat seperti  pembunuhan, 
pencurian, pencabulan, penipuan, penganiayaan dan lain-lain yang 
dilakukan oleh manusia.  
 
Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat 
dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian 
dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan 
yang berbeda satu dengan yang lain. 
Kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak hanya pada 
pelanggaran peraturan perundang-undangan yang diancam dengan suatu 
sanksi tetapi juga merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma 
dalam kehidupan masyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan, 
norma kesopanan dan sebagainya 
Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad 
lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. 
Menurut Plato (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2003:11) menyatakan 
bahwa 
“Emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak 
kejahatan”. 
Selanjutnya menurut Aristoteles (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 
2003:11) menyatakan bahwa:  
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“Kemiskinan menimbulkan kejahatan dari pemberontakan, 
kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang 
perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.” 
Sementara Thomas Aquino (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2003:11)  
menyatakan bahwa: 
“Pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu orang kaya yang hidup 
untuk kesenangan dan memboros-boroskan kekayaannya, jika 
suatu kali jatuh miskin, maka mudah menjadi pencuri”. 
Pendapat para sarjana tersebut di atas kemudian tertampung 
dalam suatu ilmu pengetahuan yang disebut kriminologi. Kriminologi 
merupakan cabang ilmu pengetahuan yang muncul pada abad ke-19 
yang pada intinya merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab 
musabab dari kejahatan. Hingga kini batasan dari ruang lingkup 
kriminologi masih terdapat berbagai perbedaan pendapat dikalangan 
sarjana. 
Sutherland  (Topo Santoso dan Eva Zulfa, 2003:11) memasuki 
proses pembuatan Undang-undang, pelanggaran dari undang-undang 
dan reaksi dari pelanggaran Undang-undang tersebut (reacting toward the 
breaking of the law). 
Dari beberapa pendapat di atas, penulis dapat katakan bahwa 
kejahatan adalah suatu perbuatan yang tidak hanya pada pelanggaran 
peraturan perundang-undangan yang diancam dengan suatu sanksi tetapi 
juga merupakan perbuatan yang melanggar norma-norma dalam 
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kehidupan masyarakat seperti norma agama, norma kesusilaan, norma 
kesopanan dan sebagainya. 
1. Pengertian Kejahatan dari Segi Yuridis 
Menurut pandangan hukum,  yang dimaksud dengan kejahatan 
adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan 
dengan apa yang telah ditentukan dalam kaidah hukum, atau lebih 
tegasnya bahwa perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan 
dalam kaidah hukum, dan tidak memenuhi atau melawan perintah-
perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku 
dalam masyarakat dimana yang bersangkutan hidup dalam suatu 
kelompok masyarakat.  
R Soesilo (1981:13) menyebutkan pengertian kejahatan secara 
yuridis adalah: 
“Kejahatan untuk semua perbuatan manusia yang memenuhi 
perumusan ketentuan-ketentuan yang disebutkan dalam KUHP 
misalnya pembunuhan adalah perbuatan yang memenuhi 
perumusan Pasal 338 KUHP yang mengatur barang siapa 
dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena 
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas 
tahun (15 tahun).” 
  
Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi 
pidana yang telah diatur dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana (KUHP) yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan 
Sementara  menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso dan 
Eva Achjani Zulfa, 2003:14), bahwa:  
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“Ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh 
negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara 
dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman 
sebagai upaya pemungkas.” 
Jadi secara yuridis kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang 
bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, 
bersifat anti sosial dan melanggar ketentuan dalam KUHP. 
2. Pengertian Kejahatan dari Segi Sosiologis 
Kejahatan menurut non hukum atau kejahatan menurut aliran 
sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh 
masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku 
yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala 
kejahatan terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam 
masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan 
perumusan tentang kejahatan dengan kelompok-kelompok 
masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Kejahatan 
(tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya 
kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan 
lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau 
kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan 
kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun 
kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun 
tidak diatur dalam undang-undang pidana. 
Menurut R Soesilo (1981:13) bahwa:  
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“Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah 
laku manusia walaupun tidak atau belum ditentukan dalam 
Undang-undang, karena pada hakekatnya warga masyarakat 
dapat merasakan dan menafsirkan bahwa pembaharuan 
tersebut menyerang atau merugikan masyarakat.” 
  
Sementara menurut Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa 
(2003:15) bahwa:  
“Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia 
yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat 
memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan 
tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memilki pola 
yang sama keadaan itu dimungkinkan oleh karena adanya 
sistem kaidah yang ada dalam masyarakat.” 
 
 
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)  
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 
 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan 
sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pengasuh, 
orangtua, atau pasangan.  
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): 
“Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah kekerasan 
yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun 
oleh istri.” 
 Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu: 
“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 
terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat 
timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, 
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 
ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau 
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perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 
Iingkup rumah tangga”. 
 
Kekerasan terhadap anak telah menjadi isu global dan 
merupakan salah satu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). 
Pandangan tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang 
Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945, beserta 
perubahannya. 
Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: 
“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, 
kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah 
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan 
dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak asasi”.  
Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: 
“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 
khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama 
guna mencapai persamaan dan keadilan…” 
Tindak kekerasan yang dilakukan ayah terhadap anaknya 
sebenarnya merupakan unsur yang berat dalam tindak pidana, dasar 
hukumnya adalah Pasal 356 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana) yang berbunyi: 
“Barang siapa yang melakukan penganiayaan terhadap ayah, 
ibu, isteri atau anak diancam hukuman pidana” 
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2. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). 
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 membagi jenis-
jenis kekerasan dalam rumah tangga sebagai berikut: 
a. Kekerasan Fisik 
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang  mengakibatkan rasa 
sakit, jatuh sakit, atau luka berat (Pasal 6 Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004). 
Adapun bentuk-bentuk kekerasan fisik yaitu: 
1. Cedera berat 
2. Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari 
3. Pingsan 
4. Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit 
disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati 
5. Kehilangan salah satu panca indera. 
6. Mendapat cacat. 
7. Menderita sakit lumpuh. 
8. Terganggunya daya pikir selama 4 minggu lebih 
9. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan 




b. Kekerasan Psikis 
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan 
ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan 
untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis 
berat pada seseorang (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004). 
Kekerasan psikis terbagi dua yaitu: 
1. Kekerasan psikis berat berupa tindakan 
pengendalian, manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, 
perendahan dan penghinaan, dalam bentuk pelarangan, 
pemaksaan dan isolasi social, tindakan dan atau ucapan 
yang merendahkan atau menghina, penguntitan, kekerasan 
dan atau ancaman kekerasan fisik, seksual dan ekonomis 
yang masing-masingnya bisa mengakibatkan penderitaan 
psikis berat berupa salah satu atau beberapa hal berikut: 
- Gangguan tidur atau gangguan makan atau 
ketergantungan obat atau disfungsi seksual yang salah 
satu atau ke semuanya berat dan atau menahun. 
- Gangguan stres pasca trauma. 
- Gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh 
atau buta tanpa indikasi medis) 
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- Depresi berat atau destruksi diri 
- Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan 
realitas seperti skizofrenia dan atau bentuk psikotik 
lainnya 
- Bunuh diri 
2. Kekerasan psikis ringan, berupa tindakan pengendalian, 
manipulasi, eksploitasi, kesewenangan, perendahan dan 
penghinaan, dalam bentuk pelarangan, pemaksaan, dan 
isolasi sosial, tindakan dan atau ucapan yang merendahkan 
atau menghina; penguntitan; ancaman kekerasan fisik, 
seksual dan ekonomis yang masing-masingnya bisa 
mengakibatkan penderitaan psikis ringan, berupa salah 
satu atau beberapa hal di bawah ini: 
- Ketakutan dan perasaan terteror 
- Rasa tidak berdaya, hilangnya rasa percaya diri, 
hilangnya kemampuan untuk bertindak 
- Gangguan tidur atau gangguan makan atau disfungsi 
seksual 
- Gangguan fungsi tubuh ringan (misalnya, sakit kepala, 
gangguan pencernaan tanpa indikasi medis) 
- Fobia atau depresi temporer 
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c. Kekerasan Seksual 
Kekerasan seksual (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2004) meliputi: 
1. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap 
orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 
2. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang 
dalam Iingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk 
tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. 
Kekerasan seksual terbagi atas dua yaitu: 
1. Kekerasan seksual berat berupa: 
- Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti 
meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara 
paksa, merangkul serta perbuatan lain yang 
menimbulkan rasa muak/jijik, terteror, terhina dan 
merasa dikendalikan. 
- Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan 
korban atau pada saat korban tidak menghendaki. 
- Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak 
disukai, merendahkan dan atau menyakitkan. 
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- Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain 
untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu. 
- Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku 
memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang 
seharusnya dilindungi. 
- Tindakan seksual dengan kekerasan fisik dengan 
atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, 
luka,atau cedera. 
2. Kekerasan seksual ringan, berupa pelecehan seksual 
secara verbal seperti komentar verbal, gurauan porno, 
siulan, ejekan dan julukan dan atau secara non verbal, 
seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh atau pun 
perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang 
tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau 
menghina korban. 
Melakukan repitisi kekerasan seksual ringan dapat 
dimasukkan ke dalam jenis kekerasan seksual berat 
d. Penelantaran Rumah Tangga 
Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang 
menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal 
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan 
atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, 
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atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, 
penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang 
mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 
dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah 
kendali orang tersebut. 
 Penelantaran rumah tangga dapat dikatakan juga dengan 
“kekerasan ekonomi” yang dapat diindikasikan dengan perilaku 
di antaranya seperti: 
- Penolakan untuk memperoleh keuangan. 
- Penolakan untuk memberikan bantuan yang bersifat 
finansial. 
- Penolakan terhadap pemberian makan dan kebutuhan 
dasar, dan mengontrol pemerolehan layanan 
kesehatan, pekerjaan, dan sebagainya 
Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
penelantaran rumah tangga yaitu: 
1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam Iingkup 
rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku 
baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib 
memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan 
kepada orang tersebut. 
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2. Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku 
bagi setiap orang yang  mengakibatkan ketergantungan 
ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk 
bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga 
korban berada di bawah kendali orang tersebut. 
3. Lingkup Keluarga Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2004. 
Lingkup keluarga yang dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 disebutkan dalam Pasal 2 yaitu: 
a. Suami, istri dan anak 
- Suami yang dimaksud dalam Pasal 2a Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 adalah pria yang menjadi pasangan 
hidup resmi seorang wanita (istri). 
- Istri yang dimaksud dalam Pasal 2a Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2004 adalah wanita atau perempuan yang telah 
menikah atau bersuami. 
- Anak yang dimaksud dalam Pasal 2a Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 adalah 
1. Anak kandung yaitu anak yang lahir dari kandungan 
sendiri, anak sendiri (bukan anak angkat atau anak tiri). 
21 
2. Anak angkat yaitu anak orang lain yang diambil atau 
dipelihara atau dirawat yang disahkan secara hukum 
sebagai anak sendiri 
3. Anak tiri yaitu anak yang bukan darah daging sendiri. 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 
sebagaimana dimaksud ada huruf a karena hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang 
menetap dalam rumah tangga dan atau. 
- Hubungan darah yang dimaksud dalam Pasal 2b Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah saudara kandung. 
- Hubungan perkawinan yang dimaksud dalam Pasal 2b 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah mertua, 
menantu, ipar, dan besan. 
- Persusuan yang dimaksud dalam Pasal 2b Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 adalah orang yang menyusu pada 
seorang ibu yang bukan ibu kandungnya. 
- Pengasuhan yang dimaksud dalam Pasal 2b Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah orang yang mendidik 
atau merawat atau menjaga. 
- Perwalian yang dimaksud dalam Pasal 2b Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 adalah orang yang memelihara dan 
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mengawasi seorang anak yang belum bisa berdiri sendiri 
(mandiri) 
c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap 
dalam rumah tangga tersebut (anggota keluarga dalam jangka 
waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan. 
D. Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan 
Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya 
suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, 
secara langsung ataupun tidak langsung.  
Menurut Arif Gosita (1986:8): 
“Salah satu latar belakang pemikiran viktimologis ini adalah 
pengamatan meluas terpadu dengan segala sesuatu harus diamati 
secara meluas terpadu (macro-integral) di samping diamati secara 
mikro-klinis, apabila kita ingin mendapatkan gambaran kenyataan 
menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, mengenai 
sesuatu, terutama mengenai relevansi sesuatu.” 
Usaha pengembangan viktimologi sebagai suatu sub kriminologi yang 
merupakan studi ilmiah tentang korban kejahatan sangat dibutuhkan 
terutama dalam usaha mencari kebenaran materil dan perlindungan hak 
asasi manusia dalam negara ini. Setidak-tidaknya dapat ditegaskan 
bahwa apabila kita hendak mengamati masalah kejahatan menurut 
proporsi yang sebenarnya dari berbagai dimensi maka mau tidak mau kita 
harus memperhitungkan peranan korban (victim) dalam timbulnya suatu 
kejahatan.  
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Usaha menganalisa korban kejahatan ini juga merupakan harapan 
baru sebagai suatu alternatif lain ataupun suatu instrumen segar dalam 
keseluruhan usaha untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi. 
Walaupun sebenarnya masalah korban ini bukan masalah baru, karena 
hal-hal tertentu kurang diperhatikan bahkan terabaikan.  
Seorang korban dapat dilihat dari dimensi korban kejahatan ataupun 
sebagai salah satu faktor kriminogen. Selain itu korban juga dapat dilihat 
sebagai komponen penegakan hukum dengan fungsinya sebagai saksi 
korban atau pelapor.  
Menurut Arif Gosita (1986:8): 
“Si korban tidaklah hanya merupakan sebab dan dasar proses 
terjadinya kriminilitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha 
mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil.”  
Sebagai elemen dalam proses peradilan pidana perlu sedikit 
dikemukakan bahwa walaupun dalam Pasal 108 ayat (1) KUHP 
menentukan bahwa:  
“Setiap orang yang mengalami atau menjadi korban suatu tindak 
pidana itu berhak mengajukan pengaduan”,  
Menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana (KUHP) tidak semua orang berhak untuk mengajukan 
pengaduan tindak pidana yang dilihatnya, oleh karena ada tindak pidana 
yang terjadi itu baru dapat dilakukan penyidikan jika ada pengaduan dari 
si korban (dalam hal delik aduan). Dalam delik aduan, keadaan tersebut 
menjadi penting bagi para penyidik, yakni agar pengaduan tersebut dapat 
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dipakai sebagai dasar yang sah untuk melakukan penyidikan, dan guna 
mencegah agar penyidik jangan sampai dipersalahkan sebagai telah 
melakukan penyidikan yang tidak berdasarkan undang-undang.  
E. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan perlindungan 
hukum terhadap korban KDRT sebagai berikut: 
- Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah 
tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan 
sementara pada korban.  
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau 
ditangani.  
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan 
dari pengadilan.  
 
- Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
“Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja 
sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, 
dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban.” 
- Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
“Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak 
korban untuk mendapat pelayanan dan pendampingan.” 
- Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 
“Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui 




Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang: 
a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; 
b. kekerasan dalam rumah tangga adaiah kejahatan terhadap martabat 
kemanusiaan; dan 
c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban. 
Pasal 21 
4. Dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada korban, tenaga 
kesehatan harus: 
a. Memeriksa kesehatan korban sesuai dengan standar profesinya; 
b. Membuat laporan tertulis hasil pemeriksaan terhadap korban dan 
visum et repertum atas permintaan penyidik kepolisian atau surat 
keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai 
alat bukti. 
5. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di 





1. Dalam memberikan pelayanan, pekerja sosial harus: 
a. Melakukan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman 
bagi korban; 
b. Memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan 
perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari 
pengadilan; 
c. Mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; 
dan 
d. Melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan 
kepada korban dengan pihak kepolisian, dinas sosial, lembaga sosial 
yang dibutuhkan korban. 
2. Pelayanan pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
di rumah aman milik pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat 
Pasal 23 
Dalam memberikan pelayanan, relawan pendamping dapat: 
a. Menginformasikan kepada korban akan haknya untuk mendapatkan 
seorang atau beberapa orang pendamping; 
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b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan atau tingkat 
pemeriksaan pengadilan dengan membimbing korban untuk secara 
objektif dan Iengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga 
yang dialaminya; 
c. Mendengarkan secara empati segala penuturan korban sehingga 
korban merasa aman didampingi oleh pendamping; dan 
d. Memberikan dengan aktif penguatan secara psikologis dan fisik 
kepada korban. 
Pasal 24 
Dalam memberikan pelayanan, pembimbing rohani harus memberikan 
penjelasan mengenai hak, kewajiban, dan memberikan penguatan iman dan 
taqwa kepada korban. 
Pasal 25 
Dalam hal memberikan perlindungan dan pelayanan, advokat wajib: 
a. Memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai 
hak-hak korban dan proses peradilan; 
b. Mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk 
secara Iengkap memaparkan kekerasan dalam rumah tangga yang 
dialaminya; atau 
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c. Melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan 
pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan 
sebagaimana mestinya. 
Pasal 26 
(1)    Korban berhak melaporkan secara Iangsung kekerasan dalam rumah 
tangga kepada kepolisian balk di tempat korban berada maupun di 
tempat kejadian perkara. 
(2)    Korban dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau orang lain untuk 
melaporkan kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak kepolisian 
baik di tempat korban berada maupun di tempat kejadian perkara. 
Pasal 27 
Dalam hal korban adalah seorang anak, laporan dapat dilakukan oleh orang 
tua, wali, pengasuh, atau anak yang bersangkutan yang dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Pasal 28 
Ketua pengadilan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya 
permohonan wajib mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah 




Permohonan untuk memperoleh surat perintah perlindungan dapat diajukan 
oleh: 
a. Korban atau keluarga korban; 
b. Teman korban; 
c. Kepolisian; 
d. Relawan pendamping; atau 
e. Pembimbing rohani 
Pasal 30 
1. Permohonan perintah perlindungai disampaikan dalam bentuk lisan 
atau tulisan. 
2. Dalam hal permohonan diajukan secara lisan, panitera pengadilan 
negeri setempat wajib mencatat permohorian tersebut. 
3. Dalam hal permohonan perintah perlindungan diajukan oleh keluarga, 
teman korban, kepolisian, relawan pendamping, atau pembimbing 
rohani maka korban harus memberikan persetujuannya.Dalam 





1. Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat 
mempertimbangkan untuk: 
a. Menetapkan suatu kondisi khusus; 
b. Mengubah atau membatalkan suatu kondisi khusus dari perintah 
perlindungan. 
2. Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan 
bersama-sama dengan proses pewpajuan perkara kekerasan dalam 
rumah tangga. 
Pasal 32 
1. Perintah perlindungan dapat diberikan dalam waktu paling lama 1 
(satu) tahun. 
2. Perintah perlindungan dapat diperpanjang atas penetapan pengadilan. 
3. Permohonan perpanjangan Perintah Perlindungan diajukan 7 (tujuh) 
hari sebelum berakhir masa berlakunya. 
Pasal 33 
1. Pengadilan dapat menyatakan satu atau Iebih tambahan perintah 
perlindungan. 
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2. Dalam pemberian tambahan perintah perlindungan, pengadilan wajib 
mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga kesehatan, 
pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani. 
Pasal 34 
1. Berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan 
dapat menyatakan satu atau Iebih tambahan kondisi dalam perintah 
perlindungan. 
2. Dalam pemberian tambahan kondisi dalam perintah perlindungan, 
pengadilan wajib mempertimbangkan keterangan dari korban, tenaga 
kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing 
rohani. 
Pasal 35 
1. Kepolisian dapat menangkap untuk selanjutnya melakukan penahanan 
tanpa surat perintah terhadap pelaku yang diyakini telah melanggar 
perintah perlindungan, walaupun pelanggaran tersebut tidak dilakukan 
di tempat polisi itu bertugas. 
2. Penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
wajib diberikan surat perintah penangkapan dan penahanan setelah 1 
x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. 
3. Penangguhan penahanan tidak berlaku terhadap penahanan 
sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2). 
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Pasal 36 
1. Untuk memberikan perlindungan kepada korban, kepolisian dapat 
menangkap pelaku dengan bukti permulaan yang cukup karena telah 
melanggar perintah perlindungan. 
2. Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan 
dengan penahanan yang disertai surat perintah penahanan dalam 
waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. 
Pasal 37 
1. Korban, kepolisian atau relawan pendamping dapat mengajukan 
laporan secara tertulis tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap 
perintah perlindungan. 
2. Dalam hal pengadilan mendapatka: aporan tertulis sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), pelaku diperintahkan menghadap dalam 
waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam guna dilakukan 
pemeriksaan. 
3. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh 
pengadilan di tempat pelaku pernah tinggal bersama korban pada 





1. Apabila pengadilan mengetahui bahwa pelaku telah melanggar 
perintah perlindungan dan diduga akan melakukan pelanggaran lebih 
lanjut, maka Pengadilan dapat mewajibkan pelaku untuk membuat 
pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi 
perintah perlindungan. 
2. Apabila pelaku tetap tidak mengindahkan surat pernyataan tertulis 
tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengadilan dapat 
menahan pelaku paling lama 30 hari. 
3. Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan 
surat perintah penahanan. 
Pasal 44 
1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam 
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda 
paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 
paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 
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3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 
45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)                                         
dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak 
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan 
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling 
banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
Dalam praktek penerapan hukum pidana, ternyata pada akhirnya 
gangguan terhadap keseimbangan ketertiban dalam masyarakat inilah 
yang lebih diperhatikan, sehingga masyarakat (negara) merasa sebagai 
satu-satunya yang berhak untuk menuntut “balas” atau ganti rugi dari 
pelaku.  
Korban sendiri dalam hal ini kehilangan haknya untuk melakukan 
tindakan. Secara berangsur-angsur negara mengambil alih tanggung 
jawab pelaksanaan hukum dari pihak korban. Ini berakibat pada 
sentralisasi dalam sistem hukum pidana. Negara bertindak sebagai “wakil 
perdamaian” dalam masyarakat dan pihak korban. Situasi kongkrit 
“sebagai yang dirugikan” dan keadaan “perdamaian” yang memberikan 
perlindungan terhadap kerugian ini, kemudian menjadi “tertib hukum.” 
35 
Pengertian ini kemudian dijadikan yang utama. Suatu tindak pidana tidak 
lagi dilihat, terutama sebagai kerugian terhadap manusia yang terdiri atas 
jiwa dan raga, tetapi adalah sebagai “pelanggaran terhadap suatu tertib 
hukum.”  
Dengan kata lain, bahwa suatu tindak pidana bukanlah suatu 
perbuatan yang merugikan orang yang mempunyai darah, daging dan 
perasaan, akan tetapi adalah sebagai sesuatu yang melawan hukum, 
yaitu bertentangan dengan sesuatu yang abstrak yang dinamakan 
ketertiban hukum. 
Sehingga dengan demikian, sekarang ini, reaksi terhadap pelaku delik 
merupakan hak penuh dari negara untuk “penyelesaian” lebih lanjut 
melalui aparat penegak hukumnya. Sementara itu, korban dari kejahatan 
tersebut, “dapat” hadir dalam proses peradilan pidana dengan 2 (dua) 
kualitas yang berbeda yaitu: 
1. Korban hadir sebagai saksi.  
Fungsi korban disini adalah memberi kesaksian dalam 
rangka pengungkapan kejahatan yang sedang dalam 
proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, 
tahap penuntutan maupun pada tahap pemeriksaan di 
sidang pengadilan. 
2. Korban hadir sebagai pihak yang dirugikan.  
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Fungsi korban dalam hal ini adalah mengajukan 
tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku kejahatan yang 
telah mengakibatkan atau menimbulkan kerugian atau 
penderitaan pada dirinya. 
Dalam kaitannya dengan masalah tuntutan ganti kerugian yang 
diajukan oleh korban, maka persoalan yang muncul kemudian adalah 
apabila kepentingan yang diprioritaskan oleh pihak penyidik dan atau 
penuntut umum dalam menangani kasus pidana tersebut tidak sesuai 
atau tidak seiring dengan kepentingan korban untuk memperoleh 
penggantian kerugian dari terdakwa/pelaku (atau dari negara). Apalagi 
bila ditelaah lebih jauh, penyidik dan penuntut umum dalam menangani 
suatu perkara pidana tidak hanya mempertimbangkan kepentingan 
korban. Kepentingan korban hanyalah satu dari sekian banyak 
kepentingan yang mungkin dipertimbangkan. 
Pemihakan pada “kepentingan lain” untuk ikut pula dipertimbangkan 
oleh penuntut umum maupun aparat Kepolisian memang dimungkinkan 
oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan 
diadakannya lembaga diskresi (untuk aparat Kepolisian) dan lembaga 
opportunitas (untuk penuntut umum). 
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 
Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ditetapkan, bahwa  
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“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-
Undang ini disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang 
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta 
kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”  
Dari ketentuan ini jelas, bahwa selain melakukan tugas di bidang 
peradilan, Kejaksaan merupakan pula lembaga politik negara. Hal ini 
membawa konsekuensi pada penambahan muatan bagi aparat Kejaksaan 
untuk ikut pula mempertimbangkan unsur politik dalam proses 
penuntutan, di samping mempertimbangkan kepentingan korban seperti 
diuraikan di atas. Sehingga, jika mengacu pada pola pemikiran seperti ini, 
maka kepentingan korban kejahatan seringkali terabaikan dan bahkan 
terjadi penelantaran perhatian, karena dengan konstruksi seperti diuraikan 
di atas menunjukan, bahwa kesempatan yang diberikan kepada korban 
untuk memperoleh ganti kerugian amat bergantung pada kepentingan 
yang diprioritaskan dan kemampuan dari pihak penyidik dan penuntut 
umum dalam melaksanakan tugas mereka masing-masing.  
Selain itu, hukum pidana yang sekarang berlaku, mengasumsikan pula 
bahwa pihak korban telah memperoleh kepuasan keadilan dengan 
dipidananya pelaku kejahatan, karena pelaku kejahatan dalam hal ini 
telah merasakan juga penderitaan sebagaimana yang dialami/diderita 
oleh korban. Asumsi ini barangkali hanya berada dalam lingkup kepuasan 
moril, akan tetapi jika dihubungkan dengan keadaan korban yang 
menderita luka fisik, terutama bagi korban yang tidak mampu secara 
finansial, maka dengan pemenuhan aspek kepuasan moril saja belum 
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dapat dikatakan sebagai adanya suatu keseimbangan perlakuan antara 
pelaku dan korban. 
Dalam kaitan ini, pemerintah juga menyorot masalah korban bahwa 
pelanggar harus dipidana supaya korban dapat menemukan ketenangan 
kembali. Apalagi jika dikaji tujuan pemidanaan, saat ini yang tidak lagi 
berorientasi pada penjeraan/ pembalasan, melainkan lebih berorientasi 
pada perbaikan atau pembinaan si pelaku, yaitu dengan berbagai sebutan 
antara lain seperti: rehabilitasi, reformasi, treatment of offenders, 
reedukasi, readaptasi sosial, resosialisasi, pemasyarakatan dan lain-lain. 
Dengan demikian, kedudukan korban yang terabaikan ini, jelas 
merupakan suatu ketidakadilan. Kalaupun korban difungsikan dalam 
proses peradilan pidana, tidak lebih hanya sebagai pendukung penguasa 
(Jaksa Penuntut Umum) dalam rangka “penegakan ketertiban,” sementara 
itu nasibnya sendiri sebagai pihak yang dirugikan oleh suatu perbuatan 
pidana, terisolasi atau paling tidak, kurang mendapat perhatian, 
teracuhkan. Korban dalam hal ini hanya difungsikan/dimanfaatkan 
sebagai sarana pembuktian saja.   
Di samping itu, dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap 
pembinaan narapidana, yaitu melalui berbagai bentuk perumusan 
kebijakan, seringkali ditafsirkan sebagai sesuatu yang tidak berkaitan 
dengan pemenuhan kepentingan korban secara langsung, sehingga 
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dengan demikian, tidak mengherankan apabila perhatian terhadap korban 
semakin jauh dari peradilan pidana.   
Dengan perkembangan pemikiran tentang tujuan pemidanaan, yang 
antara lain didasarkan kepada perlunya pembinaan si pelaku (terpidana) 
agar dapat kembali dalam kehidupan masyarakat. 
Korban sebagai pihak yang dirugikan dalam hal terjadinya suatu 
kejahatan, seyogyanya juga harus mendapat perhatian dan pelayanan 
dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingannya.  
Pelayanan dalam hal ini bukan diartikan sebagai suatu kesamaan 
perlakuan, melainkan adalah digantungkan pada situasi dan kondisi 
dengan mempertimbangkan berbagai faktor, terutama yang menyangkut 
faktor keterlibatan korban itu sendiri (shared responsibility) dalam hal 
terjadinya delik. Maka oleh sebab itu, adalah penting dalam rangka kajian 
kriminologi, penologi dan viktimologi untuk memberikan perhatian dan 
perlakuan kepada pembuat kejahatan dan korbannya secara seimbang, 
baik mengenai hak maupun kewajiban agar dapat mencerminkan rasa 
tanggung jawab atas peran sertanya masing-masing dalam hal terjadinya 
kejahatan. Hak dan kewajiban pembuat kejahatan dan korbannya 
memang berbeda, dan bahkan dalam beberapa hal bertentangan.  
Berdasarkan teori Criminal-Victim Relationship ini, maka keterlibatan 
korban akan berpengaruh pada tingkat kesalahan pelaku kejahatan. Lebih 
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lanjut, tingkat kesalahan ini akan berpengaruh pula pada aspek 
pertanggungjawaban pidana. Maka sebaliknya, seharusnya keterlibatan 
korban itu sendiri juga mempengaruhi aspek pelayanan dalam 
mewujudkan perlindungan terhadap kepentingannya,  baik dalam wujud 
kompensasi maupun restitusi, sehingga fungsi dan peranan korban dalam 
hal ini tidak semata-semata berorientasi pada kepentingan peradilan 
pidana atau dalam rangka penegakan ketertiban seperti diuraiakan di 
atas, melainkan seyogyanya juga berorientasi pada perlindungan 
terhadap kepentingannya secara kongkrit.  
Mengingat kebijakan kriminal yang ditempuh saat ini lebih berorientasi 
pada pelaku, terbukti tidak berhasil memberantas kejahatan, sehubungan 
dengan itu tentu saja akibat negatif terhadap korban, baik korban dalam 
pengertian individu maupun kolektif juga tidak dapat dihindari, sehingga 
dengan demikian kebijakan kriminal perlu diubah, yaitu di samping 
berorientasi pada pelaku kejahatan juga terhadap korban secara 
seimbang.  
Dalam kaitan ini, kejahatan yang terjadi adalah tanggung jawab 
negara. Hal ini berarti timbulnya korban merupakan tanggung jawab 
negara pula.  Sehingga, di samping melakukan pengusutan (tindakan) 
terhadap pelaku kejahatan, negara juga harus memperhatikan 
kepentingan-kepentingan korban, dalam arti hak-hak korban juga harus 
diberdayakan dalam sistem peradilan pidana.  
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Di samping itu keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam 
menanggulangi beban penderitaan korban bukan karena hanya negaralah 
yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai 
dengan dasar pemikiran, bahwa negara berkewajiban untuk memelihara 
dan meningkatkan kesejahteraan para warganya. Terjadinya korban 
kejahatan dapat dianggap gagalnya negara dalam memberikan 
perlindungan yang baik kepada warganya. 
Dalam kaitannya dengan keterlibatan negara untuk melindungi secara 
konkret dan individual terhadap korban, Mardjono Reksodiputro menulis 
ada dua arus bawah yang perlu diketahui yang mungkin telah membawa 
viktimologi (sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban) mencuat ke 
atas dan menarik perhatian para ilmuwan. Pertama, adalah berdasarkan 
pada kerangka pemikiran, bahwa negara turut bersalah dalam hal 
terjadinya penimbulan korban, dan karena itu sewajarnyalah negara 
memberikan kompensasi (compensation) kepada si korban, di samping 
kemungkinan adanya restitusi (restitution) yang diberikan oleh si pelaku 
kepada korban. Kedua adalah aliran pemikiran baru dalam kriminologi 
yang meninggalkan pendekatan positivistis (yang mencari sebab 
musabab kejahatan, etiologi kriminal) dan lebih memperhatikan proses-
proses yang terjadi dalam sistem peradilan pidana dan struktur 
masyarakatnya (pendekatan kriminologi kritis).  
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Kedua pemikiran di atas telah membuka dimensi-dimensi baru dalam 
melihat gejala kejahatan ini, cara-cara penanggulangannya dan peranan 
negara serta masyarakat dalam terjadinya peristiwa kejahatan itu.  
Selama ini, saksi hanya dibebani kewajiban dan tidak mempunyai hak. 
Hal ini seperti dapat disimpulkan dari redaksi Pasal 224 KUHP:  
“Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut 
undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban 
berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, dalam perkara 
pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan 
bulan…”  
Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 
Tentang Saksi dan Korban dalam Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 64, walaupun belum maksimal, namun perhatian 
terhadap saksi dan korban telah mulai mendapat pengaturan, yaitu 
sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006, yang selengkap berbunyi:  
1. Seorang Saksi dan Korban berhak:  
b. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan 
harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan 
dengan kesaksiannya yang akan, sedang, atau telah 
diberikannya;  
c. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 
perlindungandan dukungan keamanan;  
d. Memberikan keterangan tanpa tekanan;  
e. Mendapat penerjemah;  
f. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;  
g. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;  
h. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;  
i. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;  
j. Mendapat identitas baru;  
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k. Mendapat tempat kediaman baru;  
l. Memperoleh penggantian biayatransportasi sesuai dengan 
kebutuhan;  
m. Mendapat nasihat hukum; dan/atau  
n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 
waktu perlindungan berakhir.  
 
2. Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi 
dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai 
dengan keputusan LPSK.  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 membedakan dua jenis hak 
korban. Korban kejahatan ”konvensional” ternyata tidak berhak atas 
bantuan medis dan bantuan rehabilitas psiko-sosial. Hak ini hanya 
diberikan kepada korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat. Di samping itu, korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang 
berat, melalui LPSK, berhak mengajukan kompensasi dan restitusi. 













Dalam penulisan ini, Penulis melakukan penelitian untuk memperoleh 
data atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. 
Data yang di dapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan 
permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu sistem 
ilmiah yang proporsional. 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan, maka 
Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Bone yaitu tepatnya di  
Kepolisian Resort Bone dan Pengadilan Negeri Watampone. Alasan 
Penulis mengambil tempat penelitian di  Kepolisian Resort Bone dan 
Pengadilan Negeri Watampone disebabkan hubungan judul skripsi yang 
dianggap bersesuaian dengan tempat penelitian. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian yaitu : 
1. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara langsung 
di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik wawancara dengan 
pihak terkait yaitu Kepolisian Resort Bone dan korban kekerasan 
dalam rumah tangga. 
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2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan  
melalui literatur atau studi kepustakaan, peraturan perundang-
undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, buku-buku, 
surat kabar, majalah, koran dan bacaan-bacaan lainnya yang 
berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, maka Penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai 
berikut: 
1. Penelitian pustaka (liberary research). 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang  
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan literatur 
yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang 
diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting 
maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan. 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, yaitu:  
 Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan  
langsung dengan objek penelitian. 
 Wawancara (interview) langsung kepada Kepala Unit PPA 
Kepolisian Resort Bone yang menangani kasus kekerasan 
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dalam rumah tangga, anak selaku korban tindak KDRT serta 
sumber lainnya yang dianggap memiliki kompetensi. 
 
D. Analisa Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara 
kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan yang 
nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis formal 
dan mengacu pada doktrinal hukum, analisis  bersifat mendeskripsikan 
data yang diperoleh dalam bentuk wawancara selanjutnya diberi 















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Data Kekerasan di Kabupaten Bone. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Penulis di Kepolisian Resort 
Bone, kasus tindak kekerasan yang terjadi sepanjang tahun 2010 sampai 
2014 di Kabupaten Bone yaitu sebagai berikut:  

































































































































































Data Jenis Kekerasan Fisik yang dilakukan ayah terhadap anaknya 
Tahun 2010-2014 
 
Dari hasil penelitian yang dilakukan Penulis bahwa tindak pidana 
kekerasan yang terjadi di kabupaten Bone dan berdasarkan fakta data 
yang ditemukan di Kepolisian Resort Bone sepanjang tahun 2010 sampai 
tahun 2014, tindak kekerasan yang terjadi setiap tahun statistiknya naik 
turun. Ini membuktikan bahwa masih kurangnya peran aparat hukum 
dalam menangani masalah kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bone. 
 
Kasus Kekerasan Fisik Yang Di Lakukan Ayah Terhadap Anak 
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Berdasarkan fakta dan data yang ditemukan di Kepolisian Resort Bone 
sepanjang tahun 2010 sampai tahun 2014, tindak Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga (KDRT) yang di lakukan ayah terhadap anak terdapat 1 
kasus yaitu di tahun 2010.  
Dari banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di 
kabupaten bone ada 1 kasus yang merupakan kekerasan fisik yang di 
lakukan ayah terhadap anak pada tahun 2010. 
 
A. Faktor Penyebab Kekerasan Fisik yang Dilakukan Seorang Ayah 
Terhadap Anaknya di Kabupaten Bone. 
Berdasarkan hasil penelitian Penulis di lapangan, kekerasan fisik 
yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap anaknya beberapa tahun 
terakhir ini di Kabupaten Bone disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:  
1. Faktor Internal 
Secara internal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
dapat terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya 
kemampuan adaptasi setiap anggota keluarga di antara 
sesamanya, sehingga setiap anggota keluarga yang memiliki 
kekuasaan dan kekuatan cenderung bertindak deterministik dan 
eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lemah. 
 
2. Faktor Eksternal  
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Secara eksternal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar 
keluarga yang secara langsung atau tidak langsung 
mempengaruhi sikap anggota keluarga, terutama orangtua atau 
kepala keluarga, yang terwujud dalam perlakuan eksploitatif 
terhadap anggota keluarga yang sering kali ditampakkan dalam 
pemberian hukuman fisik dan psikis yang traumatik baik kepada 
anaknya, maupun pasangannya. 
B. Perlindungan Hak Korban pada Kekerasan Fisik yang Dilakukan 
Seorang Ayah Terhadap Anaknya Ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004. 
Perlindungan yang diberikan terhadap korban kekerasan menurut 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang 
ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan 
oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, 
pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan 
penetapan pengadilan seperti disebutkan dalam Pasal 13 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu: 
a. Penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian; 
b. Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan 
pembimbing rohani; 
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c. Pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerja sama 
program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh 
korban; dan 
d. Memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga, dan 
teman korban. 
Perlindungan yang diberikan terhadap korban kekerasan juga di 
sebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yaitu: 
Pasal 16 
1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, 
kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada 
korban. 
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau 
ditangani. 
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 





Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama 
dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau 
pembimbing rohani untuk mendampingi korban. 
Pasal 18 
Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban 
untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. 
Pasal 19 
Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau 
menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 
Pasal 44 
1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan. fisik dalam 
lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda 
paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda 
paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). 
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3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 
45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). 
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau 
mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak 
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). 
Dalam kasus kejahatan kekerasan fisik yang di lakukan seorang ayah 
terhadap anaknya telah mendapat Perlindungan Hukum terhadap anak 
tersebut yang di lakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang perlindungan 
hukum terhadap korban KDRT. Bahwa ia terdakwa H.A.Awaluddin bin 
Abu Bakar, pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2010 sekitar jam 10.00 
Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Bulan Oktober 2010 
bertempat di , BTN B/n 12 Watampone, Kabupaten Bone atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat-tempat lain dalam daerah Hukum 
Watampone, ia terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup 
rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf a terhadap 
saksi korban A. Muh. Raihan Bin A. Awaluddin (anak terdakwa) yang 
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menyebabkan saksi korban mengalami luka, perbuatan terdakwa tersebut 
dilakukan terdakwa dengan cara serta rangkaian perbuatan sebagai 
berikut : 
Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal 
ketika saksi korban sedang tidur di rumahnya, namun tiba-tiba terdakwa 
menelpon saksi korban untuk menjemput saksi AMIR di rumahnya, 
kemudian saksi korban menuju rumah Kepala Sekolah namun tidak 
bertemu dengan Kepala Sekolahnya, selanjutnya saksi korban dengan 
saksi AMIR pulang dan bertemu dengan terdakwa H.A.Awaluddin bin Abu 
Bakar yang langsung menegur saksi korban karena belum cukur rambut 
padahal terdakwa telah menyuruh saksi korban namun tidak segera 
dilakukan oleh saksi korban sehingga terdakwa marah dan memanggil 
Raihan naik ke atas rumah namun saksi korban tidak mengindahkannya, 
sehingga terdakwa semakin marah lalu mencari saksi korban selanjutnya 
terdakwa menarik baju saksi korban, kemudian terdakwa mengambil helm 
standar lalu dipukulkan pada bagian rahang kanan sebanyak 1(satu) kali 
sehingga saksi korban tersungkur di kursi. 
Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka 
bengkak pada pipi kanan. Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et 
Repertum dari  Tempat Perawatan Sementara Polres Bone tanggal 06 
November 2010 yang di tanda tangani oleh dr. Hj. Nurmiah Yusuf, M.Kes, 
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yang hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban Raihan, yang 
pokoknya menyimpulkan sebagai berikut: 
Mengalami bengkak pada pipi kanan; 
Kesimpulan : Korban mengalami bengkak dan memar akibat 
bersentuhan oleh benda padat dengan permukaan tumpul; 
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam 
pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah 
merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara, melainkan bersifat 
represif, preventif dan edukatif. Dimana terdakwa diharapkan dapat 
memperbaiki dirinya, sehingga dapat di terima kembali dalam pergaulan 
masyarakat sehari-hari di masa yang akan datang, maka pidana yang 
dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini, menurut hemat Majelis 
adalah tepat dan adil bagi terdakwa; 
Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti bersalah, maka ia harus 
di jatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dan di hukum pula 
untuk membayar biaya perkara; 
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Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di 
persidangan berupa Visum et Repertum, maka tetap terlampir dalam 
berkas perkara dan sebuah helm standar warna putih di rampas untuk 
dimusnahkan; 
Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di tahan secara sah dalam 
perkara ini, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan sementara 
akan dikurangkan  dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa 
tetap di tahan; 
Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu di 
pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam diri 
terdakwa; 
Hal-hal yang memberatkan : 
- Perbuatan terdakwa dilakukan pada anak kandungnya 
Hal-hal yang meringankan : 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 
mengulangi lagi; 
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga; 
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Mengingat pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan ketentuan hukum 
yang berhubungan dengan perkara ini : 
MENGADILI : 
1. Menyatakan terdakwa H.A.Awaluddin bin Abu Bakar terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan 
fisik dalam lingkup rumah tangga”; 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4 
(empat) Tahun 
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; 
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijatuhkan; 
5. Menetapkan barang bukti berupa : Sebuah helm standar warna putih 
dengan kombinasi warna hitam merk J-King, di rampas untuk dimusnahkan; 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 
Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). 






- Faktor–faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan fisik yaitu:  
1. Faktor Internal 
Secara internal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat 
terjadi sebagai akibat dari semakin lemahnya kemampuan 
adaptasi setiap anggota keluarga di antara sesamanya, sehingga 
setiap anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan kekuatan 
cenderung bertindak deterministik dan eksploitatif terhadap 
anggota keluarga yang lemah. 
2. Faktor Eksternal  
Secara eksternal, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 
muncul sebagai akibat dari intervensi lingkungan di luar keluarga 
yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi sikap 
anggota keluarga, terutama orangtua atau kepala keluarga, yang 
terwujud dalam perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga 
yang sering kali ditampakkan dalam pemberian hukuman fisik 
dan psikis yang traumatik baik kepada anaknya, maupun 
pasangannya. 
3. Faktor pendidikan agama 
4. Faktor Moralitas 
5. Faktor Lingkungan Sosial 
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- Perlindungan Hak Korban pada Kekerasan Fisik yang Dilakukan 
Seorang Ayah Terhadap Anaknya Ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2004 yaitu memberikan rasa aman kepada korban 
yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, 
kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara 
maupun berdasarkan penetapan pengadilan 
D. Saran 
1. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap korban 
tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya terhadap 
anak sebagai korban kekerasan. 
2. Perlunya penyelesaian hukum pidana yang adil dan manusiawi 
terhadap korban kejahatan, yang menambahkan atau 
mempertimbangkan hak-hak korban kejahatan, meliputi : 
a) Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku, atau 
b) Kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan Negara karena 
pelaku tak mampu. Dimungkinkan sebagai upaya pemberian 
pelayanan pada para korban kejahatan dalam rangka 
mengembangkan kesejahteraan dan keadilan 
c) Bantuan seperti medis, pemulihan fisik dan psikis, konseling, 
bantuan hukum serta pemberian informasi. 
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3. Penulis mengharapkan kepada segenap aparat penegak hukum agar 
setiap pelaku tindak pidana kekerasan sekiranya ditindak dengan 
tegas dan dijatuhi sanksi yang sepadan dan mencapai filosofi hukum 
(mengembalikan seperti semula). 
4. Sebaiknya dalam pelaksanaan tugas masing-masing aparat penegak 
hukum diadakannya koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat 
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